MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021

Tentang

Peleburan Berbagai Lembaga Riset Pemerintah Menjadi Satu Lembaga Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pemohon :  Heru Susetyo

Jenis Perkara :  Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara  : Pengujian Materiil kata "terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020
yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa
“antara lain” dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat
perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bertentangan
dengan UUD 1945.
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Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan
seorang Peneliti pada Lembaga Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
dan sebagai Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga Mahkamah berwenang
menguji permohonan a quo.

Bahwa menurut Pemohon, kata “terintegrasi” dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang
memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan kata [sic!] “antara lain” dalam
Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
UU 11/2019, telah menimbulkan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum
apakah sifatnya hanya koordinasi atau peleburan kelembagaan.

Bahwa Pemohon sebagai peneliti yang bekerja di Dewan Riset Daerah DKI Jakarta,
merasa dirugikan haknya dengan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
karena telah menghilangkan semua kelembagaan IPTEK yang dilebur menjadi satu atap
atau dalam suatu wadah tunggal berupa organisasi hirarkis BRIN yang mengontrol secara
birokratis hingga ke tingkat daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Hal
tersebut akan menyebabkan status kepegawaian Pemohon yang bukan merupakan Aparatur
Sipil Negara (ASN) terancam, Pemohon tidak dapat lagi bekerja di BRIDA sebagai pengganti
Dewan Riset Daerah (DRD), mengingat adanya lembaga baru yaitu BRIN yang membawahi
BRIDA.



Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya
sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal
inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan
dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, namun dalam persidangan
DPR menyampaikan permohonan penundaan penyampaian keterangannya [vide Risalah
Sidang tanggal 15 November 2021] dan Presiden telah mengirimkan surat permohonan
nomor PPE.PP.06.02-1978 bertanggal 10 November 2021 perihal permohonan jadwal
sidang yang pada intinya memohon agar penyampaian keterangannya ditunda pada
persidangan selanjutnya. Oleh karena UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU
11/2020 pada 25 November 2021, dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon Ill, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI
untuk sebagian;

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam
waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan
perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah
ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam
tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi
inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang
tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-
pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru
yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4
(empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion),
yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi
Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.



Bahwa berkenaan dengan telah diputusnya permohonan pengujian formil terhadap UU
11/2020, maka Mahkamah dalam persidangan [vide Risalah Sidang tanggal 7 Desember
2021] dengan agenda Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Penjelasan Mahkamabh, telah
meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai kelanjutan permohonan a quo, apakah
akan mencabut/menarik permohonan a quo atau menyerahkan kelanjutan permohonan a
guo kepada Mahkamah. Terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh Mahkamah tersebut,
Pemohon menyatakan menyerahkan kelanjutan permohonan a quo kepada Mahkamabh.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020 tersebut,
telah dinyatakan UU 11/2020 adalah inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Oleh karena itu, terhadap
permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon a quo tidak relevan lagi untuk
dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi
sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi,
dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2
ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK tidak terdapat lagi urgensi bagi
Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 UU MK. Oleh karenanya, terhadap permohonan pengujian materiil UU 11/2020 harus
dinyatakan kehilangan objek. Bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon
dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjuthya Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.



